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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan 

pertumbuhan yang pesat. Berkembangnya sektor informal mempunyai kaitan 

dengan berkurangnya sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja 

di kota. Sedangkan pertambahan angkatan kerja sebagai akibat migrasi ke kota 

lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya terjadi 

pengangguran terutama di kalangan usia muda terdidik, yang diikuti dengan 

membengkaknya sektor informal (Effendi, 1988:2). 

Sektor informal merupakan alternatif yang digunakan untuk mengurangi 

pengangguran di kota yang diakibatkan oleh migrasi penduduk. Dalam kaitannya 

dengan migrasi penduduk, masalah yang terdapat di daerah asal seperti 

menyempitnya lahan pertanian, kurangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan 

yang rendah di pedesaan merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang 

mengambil keputusan untuk pindah. Standing (1982) mengatakan bahwa tujuan 

perpindahan adalah untuk meningkatkan status sosial ekonomi. Dengan demikian 

peranan sektor informal pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan 

yang lebih baik daripada di desa. Salah satu sektor informal yang tidak 

memerlukan keterampilan khusus adalah berdagang, dalam hal ini sebagai 

pedagang kaki lima. 



Demikian pula keberadaan pedagang kaki lima di Kecamatan Sukoharjo, 

umumnya berada pada daerah perkotaan yang merupakan “lahan subur” bagi 

perkembangan kegiatan sektor informal (pedagang kaki lima) perkotaan. Sejalan 

dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan pembangunan yang terjadi di 

wilayah Kabupaten Sukoharjo, mengakibatkan sektor informal (PKL) ikut pula 

berkembang.  

Salah satu yang menjadi objek daerah penelitian ini adalah di Kecamatan 

Sukoharjo, dimana secara administrasi Kecamatan Sukoharjo merupakan salah 

satu dari 12 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Propinsi 

Jawa Tengah. Kecamatan Sukoharjo terletak di pusat kota Kabupaten. 

Berdasarkan peta administrasi batas wilayah Kecamatan Sukoharjo sebagai 

berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Grogol atau menghubungkan ke 

Kota Madya Surakarta. 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nguter atau menghubungkan 

ke Kabupaten Dati II Wonogiri. 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Juwiring, Kabupaten Dati II 

Klaten. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bendosari atau menghubungkan 

ke Kabupaten Dati II Karanganyar. 

Kecamatan Sukoharjo mempunyai luas 2.224.4228 ha dan jumlah 

penduduk tahun 2008 adalah 84.791 orang, yang terdiri 42.105 orang laki-laki dan 

42.686 orang perempuan. Dan pada umumnya penduduknya bergerak pada bidang 



pertanian serta sebagian juga sebagai pegawai negeri maupun karyawan swasta. 

Dimana pada saat ini penduduk yang bergerak di bidang pertanian yang ada 

semakin berkurang yang mana lahan pertanian yang ada telah digunakan atau 

dibangun pabrik maupun perumahan-perumahan. Serta yang mana perkembangan 

maupun meningkatnya pembangunan fasilitas umum yang ada semakin banyak 

seperti halnya gedung bioskop, rumah sakit, pabrik, perumahan maupun pusat 

perbelanjaan yang ada pada saat ini. Dan juga di wilayah Kecamatan Sukoharjo 

terdapatnya Perusahaan Tekstil Sritex dengan jumlah karyawan yang banyak 

memungkinkan akan pemenuhan kebutuhan hidup pada malam hari. 

       

1.2. Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang daerah penelitian seperti di atas, maka 

penelitian ini ingin mengungkapkan secara mendalam tentang pedagang kaki lima 

yang membuka usahanya pada malam hari yang berada di jalan utama maupun di 

Alun-alun Satya Negara di wilayah Kecamatan Sukoharjo, yaitu: 

 Jalan Sudirman. 

 Alun-alun Satya Negara. 

Untuk menjelaskan arah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka 

dirumuskan permasalahan penelitian tersebut kedalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil sosial demografi, ekonomi dan persebaran usaha pedagang 

kaki lima? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima?  



1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berusaha untuk mengetahui: 

1. Analisis profil sosial demografi, ekonomi dan persebaran usaha pedagang kaki 

lima. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi syarat untuk menempuh 

ujian tingkat sarjana pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Sebagai tambahan informasi mengenai usaha sektor informal khususnya 

tentang pedagang kaki lima di Kecamatan Sukoharjo. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang untuk pembinaan 

dan pengembangan usaha sektor informal khususnya pedagang kaki lima di 

Kecamatan Sukoharjo. 

 

1.5. Tinjauan Pustaka 

Strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan di Indonesia dengan pola 

industrialisasi hanya terpusat di daerah perkotaan, sementara kantong-kantong 

kemiskinan sebagian besar berada di daerah pedesaan. Pola industrialisasi yang 

diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 



masyarakat, sulit untuk direalisasikan (Rondinelli, 1985). Pada perkembangannya 

industrialisasi yang dilakukan di Indonesia melahirkan dualisme dalam 

perekonomian, yakni sektor modern yang sebagian besar terpusat di daerah 

perkotaan dan sektor tradisional yang banyak di pedesaan. Strategi industrialisasi 

yang berpusat di perkotaan ini diperlancar dengan adanya insentif-insentif dan 

berbagai proteksi yang diberikan pemerintah terhadap sektor industri pengolahan 

(Sukirno, 1985:164). 

Pembangunan ekonomi yang bias ke perkotaan tersebut menyebabkan 

banyak tenaga kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menambah 

kemiskinan di pedesaan semakin meluas. Kondisi ini kemudian mendorong 

sebagian tenaga kerja dari pinggiran (periphery) untuk bermigrasi permanen atau 

sirkuler ke pusat-pusat pertumbuhan yang umumnya adalah industri yang 

menggunakan teknologi tinggi dan hemat tenaga kerja, maka kebanyakan tenaga 

kerja yang berasal dari pinggiran terpaksa masuk ke sektor informal, dan hanya 

sebagian kecil, terutama yang berpendidikan yang dapat masuk ke sektor formal 

(Sethuraman, 1981). 

Angkatan kerja di pasar tenaga kerja umumnya akan terseleksi pada dua 

sektor lapangan kerja, yakni sektor formal dan sektor informal. Sektor informal 

pada umumnya dikaitkan dengan upah, produktifitas, dan kualitas yang rendah. 

Pendapat ini tidak seluruhnya benar sebab sebagian besar sektor informal 

memiliki falsafah profit motive sebagaimana layaknya kegiatan ekonomi. Dengan 

demikian mereka yang terlibat dalam usaha sektor informal diduga mampu 

memberikan upah yang layak bagi para pekerjanya (Abbas, 1996:36). Hart (1973) 



mendefinisikan bahwa sektor formal terdiri dari perusahaan negara maupun 

swasta yang secara legal merupakan badan hukum. Sektor informal terdiri dari 

sejumlah besar kegiatan yang bersifat heterogen tanpa badan hukum yang jelas, 

seperti distribusi kecil-kecilan, transaksi bersifat pribadi, dan jasa yang berada 

dalam bidang yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi. 

Ironisnya tumbuh dan berkembangnya sektor informal ini seiring dengan 

pesatnya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Ketidakmampuan ekonomi 

menyerap angkatan kerja yang ada dan bertambahnya angkatan kerja setiap tahun 

menyebabkan sektor ini terus membengkak dan menimbulkan masalah 

kependudukan yang ruwet. Mereka bekerja di sektor informal karena 

membutuhkan pekerjaan, namun kondisinya tidak memungkinkan mereka bekerja 

di sektor informal. Selain itu lambat dan terbatasnya sektor formal dalam 

menyerap angkatan kerja membuat mereka mencurahkan perhatiannya pada 

sektor informal. Dengan demikian sektor informal ini telah banyak menyerap 

kelebihan angkatan kerja MC. Gee, 1974 (dalam Hidayat, 1978). 

Sektor informal sebagai sumber kesempatan kerja merupakan salah satu 

cara untuk menanggulangi tingginya pengangguran. Hal ini dijelaskan oleh 

Djatmikanto (dalam Tugiman 1989:4) bahwa peranan sektor informal sangat 

membantu pemerintah dalam usaha menciptakan lapangan pekerjaan, terutama 

mereka yang berpendidikan rendah, sehingga dapat mengurangi pengangguran 

dan menambah kesejahteraan rumah tangga. 

Terminologi informal ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang peneliti 

dari Universitas Manchester, Keith Hart, yang melakukan penelitian tentang unit-



unit usaha kecil di Ghana pada tahun 1971. selanjutnya penerapan terminologi 

iformal ini dipergunakan oleh International Labor Organisation (ILO). Pertama 

dipakai dalam laporan tentang pembangunan dan kesempatan kerja di Kenya serta 

dalam laporan kesempatan kerja di berbagai kota besar di Asia, Afrika, dan 

Amerika Latin (Hidayat, 1978:1). 

Walaupun masih banyak terjadi kesimpangsiuran konep sektor informal di 

Indonesia, tetapi para peneliti sepakat bahwa ciri sektor informal yang 

diperkenalkan Hidayat (1978:7) sangat representatif untuk dipakai, adapun ciri-

ciri tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik, karena usaha informal tidak 

mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia bagi sektor formal. 

2. Pada umumnya tidak mempunyai ijin usaha. 

3. Pola usahanya tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja. 

4. Tidak terkena langsung kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan 

ekonomi lemah. 

5. Unit usaha mudah beralih antar sub sektor. 

6. Skala operasionalnya kecil karena modal dan perputaran usaha juga kecil. 

7. Tidak memerlukan pendidikan formal, karena hanya berdasarkan pengalaman 

sambil bekerja. 

8. Pada umumnya bekerja sendiri atau hanya dibantu pekerja anggota keluarga 

yang tidak dibayar. 

9. Mereka bermodal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan yang 

tidak resmi.      



10. Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dinikmati masyarakat 

berpenghasilan rendah serta sebagian kecil masyarakat golongan menengah. 

Lebih lanjut Hidayat (1983) mendefinisikan pekerjaan informal sebagai 

sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah 

seperti perlindungan tarif terhadap barang dan jsa yang dihasilkan, kredit, 

bimbingan teknis tata laksana, perawatan tenaga kerja, belum menggunakan 

bantuan ekonomi pemerintah meskipun ada bantuan da fasilitas dari pemerintah 

tetapi belum sanggup membuat unit usaha berdikari. Sedangkan menurut Effendi 

(1988:13) disebutkan bahwa sektor informal adalah unit usaha berskala kecil 

sebagai usaha mandiri dari golongan miksin di kota yang berpenghasilan rendah, 

lemah, pendidikan rendah, tidak ada keterampilan serta penuh ketidakpastian. 

Sethuraman (1981:18) menyatakan bahwa sektor informal merupakan 

subsektor ekonomi perkotaan yang terjadi atas unit-unit ekonomi yang berusaha 

dalam produksi dan jasa, sektor informal memiliki tempat usaha yang tidak tetap, 

modal kecil dan kurang stabil. Dengan kata lain sektor informal merupakan unit 

usaha yang berskala kecil dalam produksi dan jasa yang selalu menghadapi 

ketidakpastian, menyangkut tempat usaha, modal dan keterampilan. 

Kegiatan yang termasuk sektor informal bersifat heterogen. Secara umum 

sektor informal di daerah perkotaan dipandang sekedar melakukan peran periferal 

(marginalisasi) dalam kehidupan kota dan terdiri dari beranekaragam kegiatan 

usaha yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan jasa pada tingkat bawah, 

seperti warung kopi, tukang sampah, pengamen jalanan, penyemir sepatu, 

pedagang kaki lima, dan pengecer barang (Tjiptoherijanto, 1989:30). Berbeda 



dengan sektor formal, sektor informal perekonomiannya cukup stabil, karena tidak 

tergantung pada perekonomian internasional, modal yang besar maupun 

keterampilan yang tinggi, kelesuan relatif kurang dirasakan sektor informal dan 

ternyata sektor ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat ekonomi lemah, 

keadaan inilah yang kemudian membuat sektor informal tumbuh subur dan 

bahkan berkembang pesat dari waktu ke waktu (Tjiptoherijanto, 1985:25). 

Menurut Hidayat (1988:23) kegiatan sektor informal dapat dibedakan 

menjadi empat subsektor yaitu perdagangan, jasa angkutan, bangunan dan industri 

kecil. Mengenai kesempatan kerja dalam kegiatan perdagangan dijelaskan oleh 

Abdullah (1991:10) sebagai berikut, bahwa kegiatan perdagangan dapat 

menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama, secara langsung, yaitu 

dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang besar. Kedua, secara tidak 

langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan 

perdagangan di satu pihak dan pihak lain memperlancar penyaluran dan 

pengadaan bahan baku. 

Terciptanya kesempatan kerja dalam kegiata nperdagangan berarti telah 

membuktikan luasnya kesempatan kerja yang diciptakan di sektor informal. Di 

Kotamadya Yogyakarta kesempatan kerja di sektor informal meliputi jasa 39%, 

perdagangan 29%, industri 17%, dan lain-lain 15% (Reksohadiprodjo dan 

Karseno, 1994:55). Ternyata kesempatan kerja dalam kegiatan perdagangan 

menduduki urutan kedua setelah jasa, termasuk didalamnya usaha sebagai 

pedagang kaki lima. Dengan kata lain pedagang kaki lima termasuk pedagang 



eceran yang bermodal kecil, berpendapatan rendah dan berjualan di tempat-tempat 

umum, seperti emperan toko, tepi jalan raya, taman kota dan pasar. 

Tim peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Parahiyangan (dalam Putra 1993:27) mengartikan istilah pedagang kaki lima 

adalah orang dengan modal relatif sedikit berusaha (produksi-penjualan barang-

barang/jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di 

dalam masyarakat, dimana usaha ini dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap 

strategis dalam suasana informal. Kemudian menurut tim peneliti dari Fakultas 

Hukum Parahiyangan (dalam Nurhanafiansyah, 1994:6) mengartikan pedagang 

kaki lima sebagai pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu 

berjualan di kaki lima atau trotoar yang dahulu berukuran lebar kurang dari lima 

kaki, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-daerah keramaian 

umum seperti di depan pertokoan, pasar, sekolahan, gedung bioskop, dan lain-

lain. 

Pedagang kaki lima mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan 

ciri-ciri pokok sektor informal, yaitu: 

1. Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang juga menjadi produsen 

sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri.    

2. Perkataan pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya 

menjajakan barang-barang dagangannya pada gelaran tikar atau pinggir-

pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis. 

3. Pedagang kaki lima biasanya menjual barang eceran. 



4. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka 

merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi 

sebagai imbalan jerih payah.  

5. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan kelompok marginal bahkan 

adapula yang tergolong kelompok submarginal. 

6. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh para pedagang kaki 

lima mengkhususkan diri dalam penjualan barang-barang cacat sedikit dengan 

harga yang lebih murah. 

7. Omset penjualan pedagang kaki lima ini umumnya tidak besar. 

8. Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah. 

9. Kasus dimana pedagang kaki lima berhasil secara ekonomis sehingga akhirnya 

dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagang sukses agak langka atau 

jarang terjadi. 

10. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak standar dan 

“shifting” jenis barang yang diperdagangkan seringkali terjadi. 

11. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi diri yang khusus 

usaha perdagangan para pedagang kaki lima. 

12. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat (Abidin, 1989:57). 

Menurut Bromley (dalam Putra, 1993:26) pedagang kaki lima merupakan 

jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah 

perkotaan. Kekhususan tersebut karena kehadiran pedagang kaki lima di tengah 

melimpahnya tenaga kerja dan sedikit lapangan kerja telah mampu menyerap 

sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. Dikatakan pula bahwa pedagang 



kaki lima merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau 

distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan 

kerja dan penghasilan bagi mereka. Unit usaha tersebut telah mampu 

menunjukkan diri sebagai usaha mandiri yang memberikan penghasilan (Putra, 

1993:39). 

Salah satu siat pedagang kaki lima adalah selalu berusaha agar barang 

dagangannya cepat habis terjual, untuk itu mereka cenderung memusat pada 

daerah-daerah yang padat penduduknya, pertemuan jalur lalu lintas atau pusat-

pusat kegiatan umum (Mc. Gee, 1974:22-23). 

Pedagang kaki lima menjual barang daganganya dengan berbagai sarana 

yaitu kios, tenda, dan secara gelar/lesehan. Pedagang kios menggunakan tempat 

usaha yang beratap dan berdinding semi permanen. Dinding kios umumnya 

terbuat dari papan kayu atau tripleks. Pedagang-pedagang ini relatif lebih bebas 

menentukan waktu berjualannya karena tidak menduduki tempat-tempat dengan 

peruntukan lain, sehingga tidak mengenal pembatasan waktu usaha. Kemudian 

pedagang kaki lima yang berjualan dengan tenda, menggunakan meja ataupun rak 

dengan waktu berjualan yang dibatasi oleh petugas lokal, seperti aparat 

pemerintah kota, pengelola pasar, pengelola terminal bisa, dan sebagainya. Diluar 

waktu yang diijinkan, tenda digulung dan lokasi mereka dipakai untuk kegiatan 

lain ataupun dibebaskan untuk lalu lintas pejalan kaki. Sementara itu pedagang 

kaki lima yang menjual dagangannya di atas trotoar atau lantai dengan suatu alas, 

ataupun menjajakan dagangannya di atas peti ditumpuk sebagai meja. Pedagang 

ini bersifat mobile, dalam arti mudah memindahkan dagangannya ke lokasi lain, 



sehingga dapat menyesuaikan lokasi dan waktu berjualannya dengan kondisi 

keramaian suatu tempat (Sadoko dan Chandrakirana, 1995). 

Selama ini, keberadaan pedagang kaki lima selalu dihubungkan dengan 

pendapatan yang rendah ditambah akses untuk meningkatkan pendapatan yang 

rendah pula. Sehingga untuk merubah pendapat tersebut perlu secara terus 

menerus dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan pedagang kaki lima. Variasi pendapatan pedagang kaki lima berkaitan 

dengan banyak aspek, beberapa variabel yang sering dikaitkan dengan pendapatan 

adalah jenis kelamin pelaku usaha, modal usaha, lama usaha, jam kerja dan 

penggunaan tenaga kerja. 

Faktor utama yang sering didiskusikan mempunyai pengaruh terhadap 

pendapatan adalah jenis kelamin pelaku usaha. Penelitian Sukamdi (2001) pada 

pedagang kaki lima di Yogyakarta menunjukkan bahwa pendapatan laki-laki 

ternyata lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan selisih pendapatan antara 

laki-laki dan perempuan sebesar Rp. 53.800,-. Meskipun dari hasil uji t (t-test) 

menunjukkan bahwa perbedaan keduanya tidak terlalu signifikan. Variabel lain 

yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendapatan pedagang kaki lima 

adalah modal usaha. 

Modal bagi pedagang kaki lima merupakan faktor pendukung 

keberlangsungan aktivitasnya, terlebih bagi golongan lemah, modal ini sangat 

menentukan sekali bagi keberlangsungan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh 

Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (1978:138) menemukan bahwa modal 

kerja dengan volume penjualan dipengaruhi oleh masa perputaran modal kerja, 



bagi pedagang makanan dan minuman relatif lebih cepat antara 1 hingga 3 hari, 

meskipun demikian adapula yang memerlukan waktu panjang seperti pedagang 

alat tulis baca, alat hiburan, kerajinan tangan. Selain modal kerja, para pedagang 

memiliki peralatan-peralatan tetap berupa kios, kereta dorong dan lain-lain. Cara 

penjualan yang berbeda ternyata membedakan dalam modal tetap. 

Penelitian yang dilakukan Nurhanafiansyah (1994) terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima makanan dan minuman menjelaskan adanya hubungan positif 

antara modal usaha dengan tingkat pendapatan. Pada masing-masing kelompok 

modal usaha terdapat perbedaan pendapatan, untuk pedagang kaki lima yang 

memiliki modal kurang dari Rp. 600.000,- memiliki pendapatan rata-rata sebesar 

Rp. 325.510,- per bulan, yang memiliki modal usaha antara 600 ribu sampai 1,2 

juta rata-rata pendapatannya per bulan sebesar Rp. 478.299,- dan yang memiliki 

modal lebih dari 1,2 juta pendapatan rata-ratanya sebesar Rp. 585.611,- per bulan. 

Meskipun belum diuji secara statistik tetapi dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa besarnya modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan. 

Adanya hubungan positif antara modal usaha dan pendapatan pedagang 

kaki lima semakin jelas ditunjukkan dari hasil penelitian Sukamdi (2000) pada 

pedagang kaki lima di Yogyakarta, bahwa mereka menggunakan modal besar 

akan memperoleh pendapatan tinggi bukanlah pedagang kaki lima yang fluktuasi 

dagangannya bersifat harian. Dengan demikian persoalan besarnya modal usaha 

merupakan variabel penting untuk dilihat dalam rangka meningkatkan pendapatan 

pedagang. 



Selain modal yang bervariasi, ternyata tingkat pendidikan pedagang kaki 

lima juga bervariasi, namun rata-rata sebagian besar dari pedagang kaki lima 

masih berpendidikan rendah. Hasil penelitian yang dilakukan Tugiman (1989:185) 

terhadap pedagang kaki lima menemukan, bahwa sebagian besar pedagang kaki 

lima berpendidikan rendah (51,4%), berpendidikan menengah (31,9%), dan 

berpendidikan tinggi (9,5%). Sedangkan kalau ditinjau dari motivasi mereka 

memasuki sektor informal, alasan utamanya adalah karena sempitnya lapangan 

kerja dan terbatasnya usaha, sehingga mereka memilih menjadi pedagang kaki 

lima. 

Sementara hasil penelitian Sukamdi (2000) terhadap sektor informal di 

Yogyakarta menunjukkan hal yang menarik dimana pendidikan pekerja sektor 

informal pada jenjang pendidikan tinggi (SLTA +) cukup lumayan yaitu lebih dari 

satu per lima. Tingginya proporsi pekerja sektor informal berpendidikan tinggi 

merupakan sinyal yang menggembirakan karena dengan tingginya tingkat 

pendidikan ini pekerja akan lebih peka membaca peluang yang bisa 

dikembangkan sehingga mereka mampu tetap bisa bertahan hidup. 

Penelitian yang dilakukan Nurhanafiansyah (1994:72) terhadap pedagang 

kaki lima yang membuka usaha makanan dan minuman menjelaskan hubungan 

antara pendidikan dengan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

58,3% pedagang kaki lima berpendapatan sedang, serta ada 4,2% berpendapatan 

tinggi. Sedangkan berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan per bulan, 

didapatkan rata-rata pendapatan untuk kelompok berpendidikan rendah Rp. 

435.640,-. Pada kelompok tingkat berpendidikan sedang, ada 33,3% 



berpendapatan rendah, 61,7% berpendapatan sedang dan 5,0% berpendapatan 

tinggi, dengan pendapatan rata-rata per bulan Rp. 490.735,-. Untuk tingkat 

pendidikan tinggi, rata-rata pendapatannya adalah Rp. 509.900,- yang 

berpendapatan rendah ada 2,8%, dan yang berpendapatan sedang dan tinggi 

masing-masing 77,8% dan 19,5%, dengan demikian dapat disimpulkan disini 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi pula pendapatan 

rata-rata bulanannya. 

Variabel penting lainnya untuk melihat perbedaan tingkat pendapatan 

adalah lama usaha. Menurut Sukamdi (2000:34) ada dua alasan penting mengapa 

lama usaha perlu untuk dikaji, pertama lama usaha dapat menunjukkan seberapa 

banyak tenaga kerja yang baru masuk ke sektor informal dan siapa saja yang 

sudah menjadi bagian dari sektor informal karena lamanya menekuni usaha 

tersebut; kedua, ada argumentasi bahwa lama usaha akan mempunyai pengaruh 

terhadap keterampilan berusaha dan akhirnya akan berdampak pada pendapatan. 

Hasil penelitian Sukamdi (2000) terhadap pedagang kaki lima di 

Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat 28% dari pedagang kaki lima 

merupakan pendatang baru oleh karena lama usahanya kurang dari satu tahun, 

sementara sebagian besar dari mereka 47,6% mempunyai lama usaha antara satu 

sampai sepuluh tahun. Hubungan antara lama usaha dan pendapatan dari hasil 

penelitian Sukamdi menunjukkan indikasi adanya hubungan negatif. Rata-rata 

pendapatan yang paling tinggi justru tercatat pada mereka yang lama kerja kurang 

dari satu tahun. Angka tersebut menurun sejalan dengan semakin pendek lama 



kerja dalam interval 10 tahunan. Akan tetapi dari hasil korelasi diperoleh hasil 

bahwa hubungan antara keduanya tidak signifikan. 

Sementara hasil penelitian Hidayat (1978:25) terhadap sektor informal di 

Kotamadya Bandung menemukan bahwa ada hubungan positif antara lama usaha 

dengan pendapatan kotor per hari. Mereka yang lama usahanya 5 tahun, 

mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 348.000,-, sedangkan yang lama usahanya 

lebih dari 6 tahun rata-rata penghasilannya sebesar Rp. 380.000,-, walaupun data 

ini belum diuji secara statistik, namun dengan data tersebut kita dapat 

memperoleh gambaran adanya hubungan positif antara lama usaha dengan 

pendapatan sektor informal. 

Merrick (1973) seperti yang dikutip Tugiman (1989:28) menyebutkan 

bahwa umur seseorang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pendapatan. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan asumsi bahwa lama usaha 

berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang bersifat langganan, yang berarti 

pula akan meningkatkan omset penjualan, maka diduga lama usaha berpengaruh 

secara positif terhadap pendapatan. 

Sementara hasil penelitian yang dilakukan Nurhanafiansyah (1994:76) 

menemukan adanya hubungan negatif antara lama usaha dengan pendapatan. 

Mereka yang lama usahanya kurang dari 3 tahun memiliki rata-rata pendapatan 

per bulan Rp. 370.429,- dan untuk mereka yang berpendapatan tinggi ada 17,2%, 

yang berpendapatan sedang dan rendah masing-masing ada 78,2% dan 3,5%. Pada 

kelompok pedagang kaki lima yang lama usahanya 3 sampai 6 tahun, yang 

berpendapatan rendah ada 24,4%, yang berpendapatan sedang ada 64,4%, dan 



yang berpendapatan tinggi 11,2%. Sedangkan bagi pedagang kaki lima yang lama 

usahanya lebih dari 6 tahun, ada 47,8% yang berpendapatan rendah, 47,8% 

berpendapatan sedang, dan sisanya ada sebanyak 4,4% yang berpendapatan tinggi. 

Hasil penelitian Puslitbang Departemen Tenaga Kerja (1985) terhadap 

pedagang kaki lima di Yogyakarta menunjukkan bahwa lama usaha pedagang 

kaki lima di Yogyakarta antara kurang dari satu tahun (9,5%) dan ada yang telah 

berusia lebih dari 20 tahun (1,6%). Dilihat dari karakteristik usahanya adalah 

pemilik usaha (self employed). Umumnya mereka mempunyai satu sampai dua 

tenaga kerja, lama bekerja mereka antara 12 sampai 18 jam, perputaran modal 

kerjanya sangat erat dengan jenis barang yang dijual. Masalah permodalan yang 

digunakan pedagang kaki lima ada yang diperoleh dari hasil tabungan sendiri, ada 

yang menjual barang milik keluarga, ada yang dari teman dan rentenir. Dalam 

cara pembelian barang sebagian besar (59,7%) mereka melakukan pembayaran 

dengan pembelian barang kontan dan sebagian lagi (25%) mendapat bantuan 

kredit dari supplier. Masalah hambatan yang dihadapi pedagang kaki lima di 

Yogyakarta yaitu kekurangan modal (57,6%) kemudian menyusul kesulitan akan 

ketidakmampuan pedagang untuk memperluas usaha (24,6%). 

Sementara hasil peneitian yang dilakukan Bappeda Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (1987) terhadap usaha sektor informal menunjukkan bahwa, 

ternyata sebagian besar usaha mereka sebagai pedagang kaki lima merupakan 

pekerjaan pokok yang diharapkan dapat menghidupi keluarga, terdapat 93,6% 

pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya merupakan pekerjaan pokok dan 

hanya 6,9% pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya merupakan pekerjaan 



tambahan/sambilan. Menurut jumlah jam kerja per hari yang mereka perlukan 

untuk melakukan usaha terdapat kenyataan bahwa sebagian besar mereka bekerja 

antara 5 sampai 9 jam (54,0%), selanjutnya mereka yang bekerja antara 2 sampai 

4 jam per hari ada 13,8%, sementara mereka yang bekerja antara 10 sampai 14 

jam ada sebanyak 30,4% dan sisanya 1,8% bekerja lebih dari 15 jam per hari. 

Menurut Abbas (1996:44) bahwa tersedianya kesempatan kerja di sektor 

informal erat kaitannya dengan tersedianya faktor-faktor produksi yang relatif 

murah dan mudah diperoleh, seperti modal yang diperlukan relatif kecil dan tidak 

memerlukan keterampilan-keterampilan khusus. Pendapatan para pekerja sektor 

informal untuk segmen-segmen tertentu umumnya mampu memberikan upah 

yang layak dan cenderung meningkat. Lebih lanjut dalam penelitiannya di 

Pangkalpinang dan Palembang terhadap pendapatan pekerja sektor informal 

menunjukkan hasil bahwa ada hubungan positif antara jumlah pekerja yang aktif 

di sektor informal dengan tingkat pendapatan. Semakin banyak jumlah pekerja 

yang aktif dalam proses produksi maka semakin mapan kegiatan usaha terebut. 

Hal ini cenderung mampu memberikan upah yang lebih tinggi bagi para pekerja 

dibandingkan dengan yang sedikit mempekerjakan pekerja. 

Sementara hasil penelitian Nurhanafiansyah (1994) tentang hubungan 

jumlah tenaga kerja dengan pendapatan menunjukkan bahwa, mereka yang 

bekerja sendiri memiliki pendapatan rata-rata sebesar Rp. 385.821,-, dimana 

terdapat 75,7% yang berpendapatan rendah, 21,8% yang berpendapatan sedang 

dan 2,7% berpendapatan tinggi. Bagi mereka yang dibantu oleh satu orang tenaga 

kerja, ada 9,5% berpendapatan rendah, 84,1% berpendapatan sedang dan 6,4% 



berpendapatan tinggi, dengan pendapatan rata-rata Rp. 460.330,- per bulan. 

Sedangkan untuk mereka yang mempunyai dua orang tenaga kerja atau lebih, 

pendapatan rata-ratanya sebesar Rp. 590.596,- pada kelompok ini hanya 5,0% 

yang berpendapatan rendah dan sisanya yang berpendapatan sedang 60,0% dan 

berpendapatan tinggi ada 35,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok 

berpendapatan rendah, baik jumlah maupun prosentasenya semakin menurun 

sesuai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja dan keadaan sebaliknya terjadi 

pada kelompok yang berpendapatan tinggi, dimana jumlah dan prosentasenya 

meningkat dengan semakin besar jumlah tenaga kerja. Sehingga disini dapat 

dinyatakan bahwa pendapatan akan semakin besar seiring dengan meningkatnya 

jumlah tenaga kerja yang membantu.  

              Masih kurangnya penelitian tentang jumlah dan persebaran pedagang 

kaki lima yang disajikan dalam bentuk data tahunan mengharuskan penulis untuk 

meneliti secara langsung jumlah dan persebaran mereka. Hal ini bukanlah 

pekerjaan yang mudah, mengingat waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan 

sangat besar. Untuk itu, penulis mengharapkan agar penelitian mengenai jumlah 

dan persebaran pedagang kaki lima dapat dilakukan secara khusus dalam satu 

penelitian secara terus menerus. 

Bintarto dan Surastopo (1982:12) dalam mengamati pola penyebaran 

lokasi dan tempat tinggal dari sisi geografi menggunakan pendekatan analisa 

keruangan yang bertugas mempelajari perbedaan lokasi, mengetahui sifat-sifatnya 

yang penting atau seri-seri yang penting, menganalisa tentang faktor-faktor 

apakah yang menguasai pola penyebaran dan bagaimana pola tersebut dapat 



diubah agar penyebarannya menjadi lebih efisien dan lebih wajar. Dalam hal ini, 

terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam analisa keruangan, yaitu: 

bagaimana pola penyebaran penggunaan ruang yang telah ada, dan penyediaan 

ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. 

Dalam kaitannya dengan pendekatan geografi inilah maka penggunaan dan 

penyediaan ruang untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima yang tidak mampu 

menarik konsumen atau menimbulkan jarak yang jauh bagi konsumen akan 

menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi salah satu pihak. Hal yang sama juga 

terjadi dengan kemungkinan permukiman kembali para pedagang kaki lima di 

wilayah-wilayah yang tidak atau kurang tepat dapat menimbulkan kesulitan-

kesulitan pula. 

Makmurhadi (1983) dan Imansyah (1985) yang meneliti tentang agihan 

kekuranga npedagang kaki lima: profil dan permasalahan pedagang kaki lima di 

Yogyakarta, menemukan bahwa para pedagang kaki lima dalam memilih dan 

menentukan lokasi berdasarkan pada pertimbangan ramainya pembeli, yaitu dekat 

dengan pusat-pusat pertokoan atau pusat-pusat pelayanan sebanyak 73%. 

Makmurhadi menjelaskan lebih lanjut bahwa kecenderungan para pedagang kaki 

lima memilih lokasi pada jalan-jalan protokol karena pada jalan tersebut terdapat 

pusat-pusat kegiatan/pelayanan umum seperti pertokoan, pasar, gedung bioskop, 

gedung sekolah, dan tempat-tempat kegiatan lainnya yang menurut pandangan 

para pedagang kaki lima merupakan tempat strategis bagi usaha perdagangan. 

Pertumbuhan pedagang kaki lima yang berusaha di jalan Sudirman dan 

Alun-alun Satya Negara begitu pesat seiring dengan pesatnya pembangunan yang 



dilakukan di daerah penelitian, baik untuk pembangunan pertokoan, bank dan 

fasilitas umum lainnya.       

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Usaha pedagang kaki lima mampu menampung pekerja dalam jumlah 

yang besar sehingga memungkinkan mereka memperoleh nafkah dan dapat 

melangsungkan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Usaha yang dilakukan 

pedagang kaki lima merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan. 

Upaya yang dilakukan pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatannya 

akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis usaha, modal usaha, 

pendidikan, lama usaha/pengalaman dan jumlah tenaga kerja. 

Disamping itu pedagang kaki lima dalam melakukan usaha sering 

menghadapi permasalahan, diantaranya adalah masalah permodalan yang masih 

lemah, banyaknya pesaing, pendidikan/keterampilan usaha yang rendah, 

terbatasnya jumlah komoditi yang dijual, akses pemasaran dan akses terhadap 

kredit yang masih sukar dan terbatas. Secara skematis kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 
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